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BABV
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulisan menguraikan tentang analisis putusan di pengadilan

agama padang panjang tentang cerai gugat dengan alasan khuruj jama’ah

tabligh maka berdasarkan data yang di dapatkan, penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Khuruj Jama'ah Tabligh dalam perkara yang diteliti tidak menjadi
alasan perceraian secara langsung, melainkan menjadi faktor yang
memicu munculnya berbagai permasalahan rumah tangga yang
kemudian dijadikan dasar pengajuan cerai gugat. Berdasarkan
analisis terhadap fakta persidangan, terdapat enam faktor utama
yang menyebabkan khuruj menjadi alasan pengajuan cerai gugat,
yaitu: (a) intensitas dan durasi khuruj yang terlalu sering dan
terlalu lama sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban suami
dalam rumah tangga; (b) minimnya komunikasi serta perubahan
pola relasi antara suami dan istri; (c) timbulnya konflik dan
percekcokan yang berlangsung terus-menerus; (d) ketidaksiapan
atau ketidaksesuaian istri terhadap alasan keagamaan yang
digunakan suami untuk melakukan khuruj; (e) dampak ekonomi
berupa tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga secara
memadai; dan (f) keberadaan anak-anak yang semakin
memperberat dampak dari ketidakhadiran suami dalam keluarga.
Keenam faktor tersebut saling berkaitan dan mengakibatkan
hilangnya keharmonisan rumah tangga, sehingga tujuan
perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
126/Pdt.G/2025/PA.PP menunjukkan bahwa dasar utama

pengabulan gugatan perceraian bukanlah aktivitas khuruj itu
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sendiri, melainkan akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya
terhadap kehidupan rumah tangga para pihak. Hakim terlebih
dahulu menilai aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum
para pihak, serta terpenuhinya prosedur pemeriksaan perkara.
Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi,
hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal, tidak
terpenuhinya kewajiban nafkah, serta hilangnya keharmonisan
rumah tangga akibat aktivitas dakwah yang dilakukan Tergugat.
Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para
pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak memiliki harapan
untuk rukun kembali, sehingga gugatan cerai yang diajukan
Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia,
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
126/Pdt.G/2025/PA.PP pada prinsipnya telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut juga sejalan
dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak,
kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta
tujuan perkawinan dalam Islam. Hakim tidak menilai khuruj
sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi menilai dampaknya
terhadap pemenuhan kewajiban keluarga. Dengan demikian,
putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang
berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan pihak yang
dirugikan, serta upaya mewujudkan keadilan substantif dalam

penyelesaian sengketa keluarga.
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5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran

yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1.

Secara akademis, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya
bisa mengeksplorasi lebih banyak kasus perceraian yang
disebabkan oleh faktor sosial dan keagamaan, seperti khuruj
Jama’ah Tabligh, dari berbagai wilayah dan jenis pengadilan. Hal ini
bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaruh
perilaku keagamaan terhadap stabilitas rumah tangga dan
keputusan hukum. Dengan begitu, dapat diperoleh gambaran yang
lebih holistik mengenai dinamika perceraian dalam konteks sosial
yang beragam.

Secara praktis, penulis menyarankan agar hakim di lingkungan
peradilan agama lebih mendalami aspek psikologis dan sosiologis
yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.
Dalam perkara yang melibatkan khuruj, diharapkan hakim tidak
hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga
memahami dinamika hubungan suami istri dan konsekuensi yang
ditimbulkan bagi anak-anak. Pendekatan ini diharapkan dapat
menghasilkan putusan yang lebih adil dan berkeadilan, serta
memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang lemah
dalam proses perceraian.

Bagi pengacara dan mediator, disarankan untuk menyediakan
konseling pra-perceraian bagi pasangan yang mengalami konflik.
Dengan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah
sebelum memutuskan untuk bercerai, diharapkan dapat
mengurangi angka perceraian dan menciptakan pemahaman yang
lebih baik antara kedua belah pihak. Pendekatan ini diharapkan
dapat memperpanjang masa perceraian dan memberikan
kesempatan bagi pasangan untuk berkomunikasi lebih baik,

sehingga membantu meredakan ketegangan yang ada.
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Melalui saran-saran di atas, diharapkan ada perbaikan dalam praktek
hukum dan pemahaman masyarakat terkait perceraian yang disebabkan oleh
faktor khuruj, serta upaya untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih

harmonis.
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